BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

A

BUPATI TASIKMALAYA,

: a. bahwa dalam rangka efisien dan efektivitas pelaksanaan

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, maka terdapat beberapa ketentuan yang
harus disempurnakan sehingga perlu mengubah Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



10.

11.

12,

13.

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009
tentang Pedoman Taia naskah dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun
2006 teniang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daeran Nomor 8§ tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikamlaya
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;




14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun
2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten
Tasikmalaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun
2008 tentang Kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya;

17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalain Peraiuraii Bupat Tasikinalaya Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 32 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri
atas:

a. Surat Perintah;

b. Nota Dinas;

c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
d. Lembar Disposisi;
e. Telaahan Staf
f. Laporan; dan
g. Daftar Hadir.

(2) Kepala bidang atas nama Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
terdiri atas:

a. Surat Biasa;
b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;



d. Nota Dinas; dan
e. Daftar Hadir.

(3) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;

d. Nota Dinas; dan
e. Daftar Hadir.

(4) Kepala Bagian untuk beliau Sekretaris Daerah menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 terdiri atas:

Surat Pengantar;
Surat Perintah Perjalanan Dinas.

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;
c. Surat Perintah;

d. Nota Dinas;

e. Daftar Hadir;dan
f.

2.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengectahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, “29 kKévember 2013
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Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 lovenber 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR




